BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Daerah Otonom yaitu kabupaten dan Kota untuk mengatur Pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom yang merupakan urusan wajib Pemerintah Bidang kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sehubungan dengan kewenangan tersebut, Pemantauan kantibmas merupakan kewenangan kabupaten secara proposional.
Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan Good governance sebagai konsekuensi dan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat telah Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
Dengan telah ditetapkannya RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Lombok Barat serta Visi Misi Bupati/wakil Bupati Lombok Barat, maka Badan kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu perangkat institusi Pemerintah kabupaten dibidang Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus menyusun Rencana Strategis untuk dijadikan acuan dalam pengimplementasikan tugas dengan tetap berpijak pada RPJP,RPJM dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dimaksud.
Tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat kedepan sangatlah komplek.Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistim pertanggung jawaban yang tepat jelas dan legilimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna sejalan dengan pemikiran diatas maka Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BakesbangPol) Kabupaten Lombok Barat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara priodik setiap bulannya sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan tuntutan tersebut diatas.

1.2 Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ).

3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun  1975  tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 5 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ).
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
10. Peraturan  Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2009 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 43 Th 2011  tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
12. Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor : 188.32/45/BAPPEDA/2014 Tentang Penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 adalah sebagai acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas Pembangunan dan Pemerintahan selama kurun waktu 2015-2019.
2. Tujuan
a. Merumuskan visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat
b. Menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan program Pembangunan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kewenangan sebagai dasar Perencanaan Tahunan serta Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.

1.4 Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah terdapat tugas kepala Badan, Sekretaris, para sub bagian, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub bidang, dimana masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan serta dengan semua unsur Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN LOMBOK BARAT

1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
1.1.1. Tugas Pokok
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat selaku sebuah Lembaga Tekhnis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas, fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Rencana Strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
b. Perumusan kebijakan tekhnis, penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
d. Pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan tekhnis badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat terdiri dari :
a. Kepala Badan
Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Bupati serta tugas lain yang disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Sekretariat terdiri dari :
B. 
a. 
b. 
b.1. Sub Bagian Program
b.2. Sub Bagian Keuangan
b.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM terdiri dari :
c.1. Sub Bidang Fasilitasi Ormas/LSM
c.2. Sub Bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga
d. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan terdiri dari :
d.1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
d.2. Sub Bidang ideologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial
e. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :
e.1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial
e.2. Sub Bidang Rekonsisiliasi Sosial
f. Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari :
f.1. Sub Bidang Kesiagaan
f.2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis
g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.3. Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
a. Sekretariat
Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
Sekretariat mempuyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan.
Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan mempunyaiFungsi :
1)  Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan
2)  Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian
3) Pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
4) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
5) Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat
6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
7) Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat

Tugas pokok dari masing-masing Sub. Bagian yang berada di Sekretariat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat, yaitu :
a1.Sub.Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Badan.
a2.Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan Administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan.
a3.Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan di lingkungan Badan.

b. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM
Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Kepala Badan.
Dalam menyelenggaraan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM mempunyai fungsi :
1) Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten.
2) Fasilitasi penyelenggaraan administrasi Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat skala Kabupaten
4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga; dan
5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
Tugas pokok dari masing-masing Sub. Bidang yang berada di Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM, sebagai berikut:
b1. Sub. Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Fasilitasi Ormas dan LSM sebagai pedoman kerja
b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan administrasi Ormas dan LSM
c. Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan pembentukan Ormas dan LSM
d. Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi laporan pertanggungjawaban keuangan Ormas dan LSM
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Ormas dan LSM; dan
f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas
b2.Sub. Bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman kerja
b. Menyusun petunjuk teknis Pembinaan Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga
c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan politik dan Hubungan Antar Lembaga; dan
d. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas

c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan 
Bidang Wawasan  Kebangsaan dan Kewaspadaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran serta Kewaspadaan Idiologi dan Pranata Sosial
Dalam menyelenggaraan tugas pokok tersebut Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai fungsi :
1) Penyusunan kebijakan daerah di Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewaspadaan Idiologi skala Kabupaten 
2) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewaspadaan Idiologi Kebangsaan
3) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat dibidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Idiologi
4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemahaman di Bidang Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Idiologi
5) Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan

Tugas pokok dari masing-masing sub bidang yang berada di bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan yaitu :
c1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas :
a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa sebagai pedoman kerja
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
c2. Sub Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial mempunyai Tugas :
a. Penyusunan rencana kerja dibidang idiologi kewaspadaan dan pranata sosial sebagai pedoman kerja
b. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan di Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial; dan
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial.

d. Bidang Penanganan Konflik.
Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Penanganan analisis potensi Konflik dan rekonsiliasi sosial.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi: 
1) Penyusunan kebijakan daerah di bidang penanganan konflik sosial sebagai pedoman kerja skala Kabupaten
2) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah konflik sosial dan rekonsiliasi sosial kemasyarakatan
3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap analisis potensi konflik dimasyarakat
4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengolahan data analisis potensi konflik dan rekonsiliasi sosial.
5) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6) Penyusunan laporan hasil kegiatan-kegiatan di bidang penanganan konflik.
Tugas pokok dari masing-masing Sub Bidang yang berada dibidang Penanganan Konflik bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Penanganan Konflik, yaitu :
d1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang analisis potensi konflik sosial sebagai pedoman kerja
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penanganan terjadinya potensi konflik sosial masyarakat
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang penanganan analisis potensi konflik; dan
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan analisis potensi konflik.
d2. Sub Bidang Rekonsiliasi Sosial mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang rekonsiliasi sosial sebagai pedoman kerja
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penanganan rekonsiliasi sosial masyarakat
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penanganan rekonsiliasi sosial masyarakat
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan rekonsiliasi sosial.

e. Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis
	Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis.
	Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Kesiagaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
1) Penyusunan kebijakan daerah di bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis sebagai pedoman kerja
2) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiagaan dan pengkajian masalah strategis
3) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis
4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengolahan data kesiagaan dan pengkajian masalah strategis
5) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6) Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis
Tugas pokok dari masing-masing Sub. Bidang yang berada di Bidang kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis  yaitu :
e1. Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang kesiagaan sebagai pedoman kerja
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap ancaman terjadinya potensi konflik kebangsaan dan sosial masyarakat
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang kesiagaan; dan 
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiagaan
e2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang pengkajian masalah strategis sebagai pedoman kerja
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengkajian masalah strategis dan sosial
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang pengkajian masalah strategis; dan
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah strategis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Saat ini tidak ada jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat
Untuk melaksanakan tugas-tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan akhir tahun 2014. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat didukung oleh 38 orang tenaga pegawai masing-masing 1 Orang Kepala Badan (Eselon II.b), 1 Orang Sekretaris (Eseleon III.a), 4 Orang Kepala Bidang (Eselon III/b), 11 Orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Eselon IV/a) dan 32 orang staf.
Jumlah pegawai menurut pangkat/golongan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 1 berikut :






Tabel 1 : Jumlah PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok  Barat menurut pangkat/golongan. Keadaan per 10 Nopember 2014
	No
	Pangkat Golongan
	Jumlah Orang
	Keterangan

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
	Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Tk. I (Iv/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk. I (III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda (III/a)
Pengatur Tk. I (II/d)
Pengatur (II/c)
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Pengatur Muda (II/a)
Juru Tk. I (I/d)
Juru (I/c)
Juru Muda Tk. I (I/b)

	2
3
7
10
-
4
1
-
-
7
3
1
-
1

	

	
	Jumlah
	39
	



Jika dilihat dari jumlah pegawai menurut golongan terlihat bahwa golongan III adalah yang terbanyak dari total pegawai diikuti dengan golongan II, golongan IV dan golongan I.
Berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir yang merupakan ukuran akar kemampuan akademis pegawai dalam melaksanakan tugas, sehinggga rektutmen pegawai dalam jabatan-jabatan yang ada, penting untuk memperhatikan latar belakang atau tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, disamping integritas dan loyalitas yang bersangkutan.Jumlah PNS Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pad tabel 2.

Tabel 2 : PNS BakesbangPol Kabupaten Lombok Barat menurut Tingkat Pendidikan keadaan per 10 Nopember 2014

	No
	Pangkat/Golongan
	Jumlah Orang
	Keterangan

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
	Strata 3 (S3)
Strata 2 (S2)
Strata 1 (S1)/D4
Sarmud/D3
SLTA/Paket C
SLTP/Paket B
SD/Paket A
	-
4
18
3
12
1
1
	

	
	Jumlah
	39
	


1.3.  Kinerja Pelayanan Bakesbangpol
Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan yaitu :
a. Pelayanan internal dan
b. Pelayanan eksternal
Pelayanan internal  adalah pelayanan yang diberikan kepada lingkup Badan meliputi :
Administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dll.
Sedangkan untuk pelayanan eksternal sesuai tugas dan fungsi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang-bidang
1.3.1. Pelayanan Internal
A. Kekuatan (Stregths)
Kekuatan merupakan sesuatu yang  terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Lombok Barat yang dapat dimanfaatkan sebagai modal  dan landasan dalam rangka penyelenggaraan  tugas  pokok dan fungsi  dan kekuatan tersebut adalah :
1. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat
2. Hubungan kemitraan dengan infra struktur dan supra struktur politik masih berjalan dengan baik
3. Jumlah aparatur Bakesbangpol cukup memadai
4. Kebijakan penyediaan anggaran untuk  kegiatan  Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat.

B. Kelemahan (Weaknessis)
Kelemahan merupakan sesuatu yang terdapat di Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat, yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Kelemahan  tersebut diantaranya sebagai berikut :
1. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal
2. System informasi manajemen lemah
3. Sarana dan prasarana perkantoran  yang kurang memadai
4. Lembaga yang kurang dikenal masyarakat




4.3.1. Pelayanan Eksternal
A. Peluang (Opportunities)
Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dang fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat. Peluang tersebut diantaranya sebagai berikut :
1. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur dan supra struktur politik, penanganan HAM, penanganan konflik
2. Tumbuh  dan berkembangnya Parpol, Ormas dan LSM
3. Tumbuh  dan bekembangnya nilai-nilai tradisional  masyarakat seperti kekeluargaan, persaudaraan, gotong-royong dan musyawarah/mufakat
4. Terdapatnya berbagai suku dan  etnis, adat istiadat, sosial budaya yang beraneka ragam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa
5. Koordinasi yang dilakukan  instansi  terkait masih berjalan  baik.

B. Ancaman (Treath)
Ancaman merupakan kondisi  eksternal  yang dapat  mengganggu  dan menghambat penyelenggaraan  tugas pokok  dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat. Ancaman tersebut adalah sebagai berikut :
1. Keraguan masyarakat terhadap kemungkinan masih adanya paradigma lama Pemerintah dalam kehidupan politik
2. Supremasi  hukum masih  belum dilaksanakan secara optimal
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah
4. Masyarakat mudah terpancing untuk melakukan tindakan melawan hukum karena ikatan emosional
5. Masalah yang timbul karena masa politik daripada kejadian itu sendiri
6. Lunturnya pemahaman terhadap 4 konsensus Bangsa, pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol
Untuk pengembangan pelayanan Bakesbangpol bila dihubungkan dengan hasil telaahan dan kajian lingkungan hidup strategis akan menghasilkan satu gambaran kegiatan baru yang mengacu pada hal  tersebut. Adapun kegiatan tersebut adalah analisis tata ruang berdasarkan resiko ancaman gangguan keamanan pelaksanaan kajian masalah strategis bidang idiologi, politik, ekonomi sosial budaya  dan Pemerintah (IPOLEKSOSBUDPEM).
	
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakesbangpol
Dalam pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan penyelesaian dalam keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.Hal ini diperlukan agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan terarah, sehingga situasi Kantrantibmas dapat dikendalikan sehingga dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan rasa aman bagi masyarakat.
Terkendalinya Kantrantibmas secara berkelanjutan dapat terlaksana jika peningkatan pemahaman terkaitan antara sendi-sendi kehidupan Berbangsa, Bernegara dan bermasyarakat serta hukum yang berlaku dan sebab akibatnya.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat telah berupaya melakukan berbagai macam program antara lain :
1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2) Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
3) Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegah tindak kriminal.
4) peningkatanPemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
5) Pendidikan politik masyarakat, dan 
6) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. 
7) Peningkatan penanggulangan dan penanganan konflik
Namun seperti diketahui dengan pemekaran wilayah Kabupaten Lombok Barat dan kurangnya anggaran sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaan Bakesbangpol dengan jajaranya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program-program tersebut sesuai dengan skala prioritas.
Berbagai upaya untuk meningkatkan bentuk intraksi sosial dan politik nampak belum memberikan hasil yang diharapkan, keragaman sosial budaya dan politik yang ada dan hadir didalam kehidupan masyarakat kita saat ini masih belum dapat dipersatukan dalam paham dan wawasan sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda.
Dalam aspek berbangsa dan bernegara masih ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada tahun-tahun berlangsungnya pengembangan sistem politik sebagai dari untuk reformasi, berkembangnya sikap saling kurang menghargai, terutama dalam politik.Masing-masing kelompok yang terkait dengan persoalan budaya politik, belum dipahami arti pentingya wawasan kebangsaan dan meningkatkan isu politik pada waktu-waktu tertentu.Sejalan dengan fase-fase agenda politik dan kebijakan nasional ataupun pada kejadian-kejadian tertentu yang berdampak luas seperti acuan terorisme dan sebagainya.
Rasa saling percaya dan harmonis antara kelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menciptakan rasa aman dan damai.Masih maraknya peristiwa pertikaian dan konflik antar golongan dan kelompok yang mewarnai kehidupan sosial dan perpolitikan, merupakan tanda rendahnya saling percaya dan tidak adanya harmoni didalam masyarakat.
Kebijakan yang lebih memperbesar akses masyarakat luas terhadap proses perumusan kebijakan publik, sekaligus memperkecil kesenjangan informasi antar kelompok-kelompok masyarakat. Akan sangat menentukan peningkatan saling pengertian antar berbagai kelompok yang ada.Peran ormas dan LSM maupun organisasi profesi perlu lebih ditingkatkan, sehingga berbagai program pemerintah termasuk bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih cepat terselesaikan secara luas dimasyarakat.

3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 
Terkait dengan visi, misi  dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kab. Lobar, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bakesbangpol menyelenggarakan  tugas dan fungsi  antara lain :
1. Penyusunan rencana strategis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Perumusan kebijakan tekhnis, penyusunan  program dan kegiatan di  Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Pemberian dukungan  atas penyelenggaraan Pemerintah  Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Pengendalian  dan evaluasi  pelaksanaan tugas  di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan  tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Pembinaan terhadap  unit pelaksanaan tekhnis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati  sesuai  dengan tugas  dan fungsinya

3.3. 	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bakesbangpol 
		Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan  untuk mendorong dari pelayanan Bakesbangpol yang mempengaruhi pelayanan diantaranya :
· Adanya kebutuhan  masyarakat terhadap peran Pemerintah  dalam pemberdayaan infra struktur dan struktur  politik, penanganan HAM  dan penanganan konflik
· Tumbuh dan  berkembangnya Parpol, Ormas dan  LSM
· Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisional masyarakat seperti kekeluargaan, persaudaraan, gotong-royong dan musyawarah/mufakat
· Terdapatnya berbagai suku dan etnis, adat istiadat, sosial budaya yang beraneka ragam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha  Esa
· Koordinasi yang  dilakukan  instansi  terkait masih berjalan  baik
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Linkungan Hidup Strategis (KLHS)
Untuk pengembangan pelayanan Bakesbangpol  bila  dihubungkan dengan telaahan RTRW dan kajian  lingkungan hidup strategis akan berhasil sebuah gambaran kegiatan baru yang mengacu  pada hal tersebut. Adapun kegiatan tersebut adalah analisis tata ruang berdasarkan resiko keamanan dan  ketertiban dimasyarakat dan pelaksanaan kajian masalah strategis di Bidang IPOLEKSOSBUDPEM dan Kantrantibmas.

3.5. Penentuan Issu-Issu Strategis
Terkait dengan hal tersebut  beberapa issu kantrantibmas yang perlu mendapat perhatian antara lain :
1. Penguatan kelembagaan organisasi masyarakat, Parpol, LSM dan Pranata sosial
2. Mutu pelaksanaan  demokrasi (Pilkades, Pilkada, Pileg, Pilpres) dan masih rendahnya pengetahuan  politik masyarakat
3. Penguatan  wawasan kebangsaan dan peningkatan  nilai-nilai  Luhur Bangsa untuk meningkatkan toleransi  dan Kesatuan Bangsa
4. Eksistensi budaya-budaya lokal guna menumbuhkan persatuan  dan kesatuan serta  kebangsaan masyarakat
5. Mutu pelaksanaan program-program bantuan sosial masyarakat
6. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya  peredaran gelap  dan penyalahgunaan narkoba
7. Penguatan kesiagaan masyarakat  dalam pelaksanaan Ipoleksosbudpem  dan Pencegahan Teroris serta penanganan konflik


BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT

4.1. Visi dan Misi
Stabilitas  dan kondusifitas  berbanding lurus dengan kesejahteraan sehingga kondisi tersebut merupakan  syarat mutlak untuk terjaminnya kelancaran pelaksanaan pembangunan didaerah. Didalam menjamin stabilitas dan kondusifitas sangat  dipengaruhi oleh kondisi-kondisi  yang ideal dalam kehidupan masyarakat. untuk mencapai kondisi tersebut dewasa ini diperlukan perubahan paradigma lama Pemerintah  dalam kehidupan masyarakat baik dalam hal penegakan hukum, politik, pelayanan pemerintah dan pemahaman terhadap 4 konsensus bangsa yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Harapan untuk mencapai  kondisi  tersebut diperlukan  langkah-langkah sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat dan  kelompok masyarakat yang  nantinnya dapat mengarah  kepada  iklim investasi. Hakekatnya terpeliharanya keamanan dan  ketertiban masyarakat serta pencegahan  tindakan  kriminal akan berpengaruh secara signifikan  terhadap  stabilitas dan  kondusifitas  daerah sebagai modal  utama dalam membangun baik fisik maupun non fisik.
Sebagai harapan ideal,  visi  Bakesbangpol harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Adapun Visi Bakesbangpol adalah  sebagai berikut : “TERWUJUDNYA STABILITAS DAN KONDUSIFITAS MASYARAKAT YANG BERSATU SERTA SALING MELINDUNGI”.
Visi ditetapkan  sebagai panduan  untuk mengimplementasikan strategi serta saling menetapkan arah dan kebijakan pembangunan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
Adapun misi Bakesbangpol Kabupaten  Lombok Barat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan memantapkan stabilitas politik dan mekanisme kemampuan daerah sesuai prinsip ekonomi.
2. Meningkatkan dan memantapkan peran serta masyarakat  dan  pranata sosial dalam menjaga  stabilitas  dan  kondusifitas  daerah
3. Meningkatkan kohesifitas sosial masyarakat
4. Meningkatkan potensi budaya lokal dan nilai-nilai luhur yang ada dimasayarakat.
5. Meningkatkan peran dan partisipasi Ormas, LSM dan Parpol dalam rangka  membangun dan mewujudkan demokrasi
6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi  masyarakat dalam membina kantrantibmas
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang P4GN

4.2. Tujuan dan Sasaran
4.2.1. Tujuan
1. Meningkatkan potensi budaya lokal dengan nilai-nilai luhur yang ada dimasyarakat
2. Membangun kehidupan demokrasi
3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Parpol, Ormas dan LSM
4. Meningkatkan kohesifitas sosial masyarakat
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang P4GN

4.2.2. Sasaran
1. Menanamkan rasa paham dan semangat kebangsaan
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kantrantibmas
3. Meminimalkan daerah rawan konflik dan rawan sosial keamanan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk taat hukum
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi institusi
5. Terwujudnya IPOLEKSOSBUDPEM
6. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang P4GN

4.3. Strategi dan Kebijakan
4.3.1. Strategi
untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sebagai berikut :
1. Peningkatan dan pengembangan silaturahmi dan solidaritas sosial masyarakat
2. Peningkatan dan pengembangan pengkajian analisis dan penanganan masalah strategi daerah
3. Peningkatan dan pengembangan lembaga sosial. 
4. Pengembangan sistem informasi dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Peningkatan partisipasi politik masyarakat
6. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang P4GN

4.3.2. Kebijakan 
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dari kegiatan aparatur Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan.Untuk itu kebijakan yang ditetapkan oleh Instansi Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat adalah :
1. Memelihara dan mengembangkan hubungan antar lembaga, kerukunan sosial antar etnis, suku dan kelompok masyarakat lainnya
2. Mengembangkan sistem identifikasi, pengkajian, analisis situasi dan kondisi konflik keamanan serta kerawanan sosial di daerah
3. Meningkatkan peran, fungsi dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan keutuhan masyarakat
4. Membangun kebersamaan dan kemitraan dengan komponen masyarakat untuk menciptakan sinergi
5. Mengembangkan hubungan kelembagaan dan kemitraan dengan parpol, Ormas dan LSM
6. Membangun kebersamaan masyarakat tentang bahaya P4GN





































BAB   V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK
SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT


	Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan maka Program Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lombok Barat. 
5.1 	Rencana Program –Program yang telah ditetapkan Bakesbangpol untuk dijabarkan dalam rencana kerja selama 5 tahun dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
6. Program pengembangan wawasan kebangsaan
7. Program peningkatan pemberantasan masyarakat (PEKAT)
8. Program pendidikan politik masyarakat
9. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS (P4GN)
10. Program peningkatan penanggulangan dan penanganan konflik

5.2. Kegiatan 
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas yang dirumuskan dalam program, dijabarkan kedalam aktivitas dan kegiatan Instansi Pemerintah yang disusun dalam waktu tahunan.
Dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang terukur sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dan dapat direalisasikan oleh waktu yang ditetapkan. Maka program kerja operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat akan dilaksanakan melalui rencana kegiatan :
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5) Penyediaan jasa administrasi keuangan
6) Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun, dll
7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8) Penyediaan alat tulis kantor
9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11) Penyediaan peralatan rumah tangga
12) Penyediaan bahan  bacaan dan peraturan perundang-undangan
13) Penyediaan makanan dan minuman
14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
15) Pengadaan komputer
16) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
19) Pembelian mebeulair
20) Pemeliharaan rutin mebeulair
21) Pemeliharaan AC
22) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23) Penyusunan laporan keuangan semesteran
24) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
25) Peningkatan toleransi kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi
26) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
27) Dukungan peningkatan FPK dan FKUB di Kab. Lobar
28) Identifikasi pemetaan dan pengkajian strategis IPOLEKSOSBUDPEM
29) Peningkatan FKDM
30) Pengendalian keamanan lingkungan
31) Peningkatan forum pembauran kebangsaan
32) Identifikasi dan Pemetaan Konflik
33) Penyuluhan rekonsiliasi konflik
34) Peningkatan operasional  Kominda
35) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
36) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
37) Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
38) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
39) Penyuluhan penanganan masalah sosial dan rekonsiliasi sosial kemasyarakatan
40) Monitoring evaluasi dan pelaporan
41) Penyuluhan kepada masyarakat
42) Fasilitasi Penyaluran bantuan keuangan parpol
43) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
44) Penyusunan database, LSM dan ormas
45) Koordinasi forum diskusi politik
46) Percepatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

7.1. Indikator Kinerja
1. Terbangun dan tetap eksisnya kehidupan kolektif dalam perbedaan dan dalam menghadapi dinamika perubahan
2. Terbangun dan tetap terpeliharanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Parpol, LSM dan Ormas dalam pendidikan politik masyarakat
4. Terciptanya situasi yang kondusif bagi terselenggaranya aktifitas pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi sendi-sendi kehidupan masyarakat.
5. Terbangunnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
6. Meningkatkan pemahaman masyrakat tentang P4GN
7. Terbangunnya informasi potensi-potensi konflik



	Tabel 5.1 : PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN

	
	
	
	

	No.
	Program Prioritas
	Indikator Kinerja
	Sasaran

	1.
	Program Pengembangan
	Terbangun dan tetap eksisnya 
	orang, Toga, Toma antar

	 
	Wawasan Kebangsaan
	kehidupan, kolektif dalam perbedaan
	umat beragama

	 
	 
	dan dalam menghadapi dinamika
	 

	 
	 
	Perubahan
	 

	 
	 
	
	

	 2.
	Peningkatan Keamanan dan
	Terciptanya situasi yang 
	 Ipoleksosbudpem & Kantrantibmas

	
	Kenyamanan Lingkungan 
	kondusif bagi terselenggaranya
	

	 
	
	aktifitas Pemerintah dan 
	

	 
	
	masy sesuai dengan tugas & fungsinya
	

	 
	 
	 
	 

	3.
	Program Pemeliharaan 
	terbangun dan tetap terpeliharanya 
	Orang

	 
	Kantratibmas dan Pencegahan
	ketentraman dan ketertiban dalam
	Toga, Toma, Tokoh Adat,

	 
	Tindak Kriminal
	Masyarakat
	Dll

	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 

	4.
	Program Peningkatan 
	Terbangunnya Peningkatan
	Masyarakat

	 
	Pemberantasan Penyakit 
	pemberantasan  penyakit masy
	 

	 
	Masyarakat (PEKAT)
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	5.
	Pendidikan Politik Masyarakat
	Meningkatnya kualitas Parpol,
	Orang

	 
	 
	LSM dan Ormas dalam pendidikan 
	Partai Politik, Ormas dan 

	 
	 
	 Politik masyarakat
	LSM

	 
	 
	 
	 

	6.
	Peningkatan Pencegahan
	terwujudnya pemahaman
	Masyarakat Lobar

	 
	dan Pemberantasan 
	masyarakat tentang P4GN
	 

	 
	Penyalahgunaan dan 
	 
	 

	 
	Peredaran Gelap Narkoba
	 
	 

	
	
	
	

	7.
	Peningkatan penanggulangan
	Terwujudnya penanggulangan dan
	Masyarakat lobar

	 
	 dan penanganan konflik
	 Penanganan konflik
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




KELOMPOK SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN :
Sasaran dalam program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat terbagi 2 kelompok sasaran yaitu :
· Lembaga beserta Aparaturnya dan
· Kelompok Masyarakat.
Lembaga beserta aparatur adalah komponen pendukung dalam proses dan pelaksana berbagai program SKPD, sehingga tercapai atau tidak program-program yang dirancangkan sangat tergantung pada kondisi lembaga dan aparaturnya. Karena program-program yang dapat mengoptimalkan kinerja Lembaga dan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat sangat diperlukan. Terkait dengan hal tersebut dirancangkan program-program sebagai berikut :
1. Prgoram pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Sedangkan program-program yang ditujukan kepada kelompok sasaran masyarakat yang merupakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat sebagai sebuah lembaga teknis daerah yaitu :
1. Program pengembangan wawasan kebangsaan
2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
5. Program pendidikan politik masyarakat
6. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
7. Program peningkatan penanggulangan dan penanganan konflik
Untuk terwujudnya program-program tersebut diatas telah ditetapkan sasaran program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta sasaran dari kegiatan-kegiatan












	Tabel 5.2 : PROGRAM, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN

	
	
	
	
	
	

	No.
	Program
	Sasaran Program
	Kegiatan
	Sasaran Kegiatan

	I.
	Program
	Peningkatan
	1.
	Penyediaan jasa surat
	surat keluar dan surat

	 
	Pelayanan 
	Pelayanan
	 
	Menyurat
	masuk

	 
	Administrasi 
	Administrasi
	2.
	Penyediaan jasa komunikasi
	rekening telepon, air

	 
	Perkantoran
	Perkantoran
	 
	sumber daya air dan listrik
	dan listrik

	 
	 
	 
	3.
	Penyediaan jasa peralatan
	bendera, umbul,

	 
	 
	 
	 
	dan perlengkapan kwitansi
	spanduk

	 
	 
	 
	4.
	penyediaan jasa pemeliharaan
	servis, suku cadang,

	 
	 
	 
	 
	dan perizinan kendaraan
	STNk

	 
	 
	 
	 
	dinas/operasional
	 

	 
	 
	 
	5.
	penyediaan jasa administrasi
	administrasi keuangan

	 
	 
	 
	 
	keuangan
	kantor

	 
	 
	 
	6.
	Penyediaan jasa kebersihan
	peralatan kebersihan,

	 
	 
	 
	 
	kantor, sopir, tukang kebun,
	jasa kantor dan 

	 
	 
	 
	 
	dll
	retribusi sampah

	 
	 
	 
	7.
	Penyediaan jasa perbaikan
	Komputer dan Laptop

	 
	 
	 
	 
	peralatan kerja
	 

	 
	 
	 
	8.
	Penyediaan alat tulis kantor
	kertas, tinta komputer,

	 
	 
	 
	 
	 
	bolpoint, dll

	 
	 
	 
	9.
	Penyediaan barang
	Cetak nota kwitansi,

	 
	 
	 
	 
	cetakan dan penggandaan
	nota pesanan dan 

	 
	 
	 
	 
	 
	foto copy

	 
	 
	 
	10.
	Penyediaan komponen
	lampu penerangan 

	 
	 
	 
	 
	instalasi listrik/penerangan
	kantor

	 
	 
	 
	 
	bangunan kantor
	 

	 
	 
	 
	11.
	Penyediaan peralatan rumah
	AC, Gorden, Cangkir,

	 
	 
	 
	 
	tangga
	Taplak Meja, gelas,dll

	 
	 
	 
	12.
	Penyediaan Bahan bacaan
	koran

	 
	 
	 
	 
	dan peraturan perundang-
	 

	 
	 
	 
	 
	undangan
	 

	 
	 
	 
	13.
	Penyediaan makanan dan 
	makan minum rapat

	 
	 
	 
	 
	minuman
	 

	 
	 
	 
	14.
	rapat-rapat koordinasi
	rapat koordinasi ke

	 
	 
	 
	 
	dan konsultasi kedalam 
	dalam dan luar daerah

	 
	 
	 
	 
	Daerah/luar daerah
	 





	No.
	Program
	Sasaran Program
	Kegiatan
	Sasaran Kegiatan

	II.
	Program
	meningkatkan
	1.
	Pengadaan komputer
	Terpenuhinya pengadaan komputer 

	 
	peningkatan
	efektivitas dan 
	2. 
	Pemeliharaan rutin/berkala
	Pengecatan, kunci pintu

	 
	sarana dan 
	efisiensi sarana
	 
	Gedung kantor
	Kunci laci, renovasi

	 
	prasarana
	dan prasarana
	
	
	Ruangan

	 
	aparatur
	kantor dalam
	3.
	Pengadaan rutin/berkala
	 Terpeliharanya secara

	 
	 
	Menunjang
	 
	kendaraan dinas/Operasional
	Rutin kend dinas/operasional

	 
	 
	kegiatan kantor
	4.
	Pengadaan kendaraan dinas/
	 Tersedianya kendaraan 

	
	
	
	
	operasional
	Dinas/operasional

	
	
	
	5.
	Pembelian mebeulair 
	Terwujudnya pembelian mebeulair

	
	
	
	6.
	Pemeliharaan rutin mebeulair
	Terpeliharanya mebeulair

	
	
	
	7.
	Pemeliharaan AC
	Terpeliharanya AC

	
	
	
	
	
	

	III.
	Program 
	Meningkatkan
	1.
	Penyusunan laporan capaian
	Penyusunan program

	 
	peningkatan
	dan mengembangkan
	 
	kinerja dan ikhtisar realisasi
	kerja RKA, DPA,

	 
	pengembangan
	sistem pelaporan 
	 
	kinerja SKPD
	Lakip laporan tahunan

	 
	sistem pelaporan
	capaian kinerja dan 
	2.
	Penysunan laporan keuangan
	laporan realisasi 

	 
	capaian kinerja
	keuagnan Bakesbang
	 
	semesteran
	anggaran semesteran

	 
	dan keuangan
	pol Kab. Lobar
	3.
	Penyusunan laporan akhir
	laporan keuangan akhir

	 
	 
	 
	 
	tahun
	Tahun

	
	
	
	
	
	

	IV.
	Program 
	Meningkatkan
	1.
	Peningkatan toleransi
	sosialisasi Tokoh Adat,

	 
	Pengembangan
	Mengembangkan
	 
	kerukunan kehidupan
	Toga, Toma antar umat

	 
	Wawasan
	wawasan dalam
	 
	beragama dan lintas
	Beragama

	 
	Kebangsaan
	rangka menjaga
	 
	organisasi
	 

	 
	 
	keutuhan bangsa
	2.
	Peningkatan kesadaran
	Sosialisasi

	 
	 
	 
	 
	masyarakat akan nilai-nilai
	 

	 
	 
	 
	 
	luhur bangsa
	 

	
	
	
	3.
	Dukungan peninkt FKDM, FPK & FKUB di kab. Lobar
	Sosialisasi

	
	
	
	4.
	Identifikasi  Pemetaan &Pengkajian strategis IPOLEKSOSBUDPEM
	Masyarakat

	
	
	
	
	
	

	V.
	Program 
	meningkatkan 
	1.
	pengendalian keamanan
	peningkatan peran 

	 
	Peningkatan
	keamanan dan 
	 
	Lingkungan
	Tim Terpadu penanganan

	 
	Keamanan dan 
	kenyamanan 
	 
	 
	Gangguan Keamanan

	 
	Kenyamanan 
	lingkungan masy
	 
	 
	dlm Negeri Kab. Lobar

	 
	Lingkungan
	 
	2.
	Peningkatan forum
	peningkatan rasa 

	 
	 
	 
	 
	pembauran kebangsaan
	toleransi dikalangan

	 
	 
	 
	 
	 
	Masyarakat

	 
	 
	 
	3.
	Identifikasi dan pemetaan
	peningkatan 

	 
	 
	 
	 
	Konflik
	pengawasan di daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	Konflik

	
	
	
	4.
	Peningkatan operasional kominda
	Meningkatkan peran

	
	
	
	
	

	kominda






	No.
	Program
	Sasaran Program
	Kegiatan
	Sasaran Kegiatan

	VI.
	Program 
	Meningkatkan
	1.
	Monitoring, evaluasi dan 
	Meningkatkan sistem

	 
	pemeliharaan
	stabilitas keamanan
	 
	Pelaporan
	komunikasi tentang

	 
	Kantrantibmas
	dan ketertiban
	 
	 
	Kantrantibmas

	 
	dan Pencegahan 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tindak Kriminal
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	VII.
	Program 
	Meningkatkan
	1.
	Penyuluhan pencegahan
	Sosialisasi Miras dan

	 
	Peningkatan
	kesadaran terhadap
	 
	peredaran penggunaan
	Narkoba

	 
	Pemberantasan
	pemberantasan 
	 
	minuman keras dan Narkoba
	 

	 
	Penyakit 
	PEKAT
	2.
	Penyuluhan pencegahan
	sosialisasi pencegahan

	 
	Masyarakat
	 
	 
	eksploitasi, anak dibawah
	eksploitasi anak di 

	 
	 
	 
	 
	Umur
	bawah umur

	 
	 
	 
	3.
	Monitoring, evaluasi dan 
	Tersedianya laporan 

	 
	 
	 
	 
	Pelaporan
	Monev

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII.
	Program
	Meningkatkan 
	1.
	Penyuluhan kepada 
	Kegiatan parpol, Ormas

	 
	Pendidikan
	pendidikan politik
	 
	Masyarakat
	LSM, dan DPRD

	 
	PolitikMasyarakat
	masyarakat untuk 
	2.
	Monitoring, evaluasi dan 
	Fasilitasi bantuan

	 
	 
	mewujudkan 
	 
	Pelaporan
	keuangan parpol

	 
	 
	kedewasaan sikap
	3.
	Fasilitasi Penyaluran Bantuan
	Tersedianya Data

	 
	 
	dan prilaku politik
	 
	Keuangan parpol
	Base Parpol, Ormas

	 
	 
	masyarakat
	4.
	Penyusunan data base, 
	dan LSM di Kab.

	 
	 
	 
	 
	LSM dan Ormas
	Lobar

	
	
	
	5. 
	Koordinasi Forum
	Kegiatan Parpol

	
	
	
	
	Diskusi Politik
	

	
	
	
	
	
	

	IX
	Program
	Peningkatan
	1.
	Percepatan Pencegahan
	Sosialisasi 

	
	Peningkatan
	Kesadaran 
	
	Dan Pemberantasan
	Peningkatan 

	
	Penanggulangan
	Masyarakat
	
	Penyalahgunaan dan 
	Kesadaran

	
	Narkoba, PMS
	Akan Budaya
	
	Peredaran Gelap Narkoba
	Masyarakat akan

	
	Termasuk HIV/
	Narkoba dan
	
	
	Bahaya Narkoba

	
	AIDS
	HIV/AIDS
	
	
	HIV/AIDS

	
	
	
	
	
	

	X
	Program
	Peningkatan
	1.
	Identifikasi dan pemetaan
	masyarakat

	
	Peningkatan
	Kesadaran masy
	
	Konflik
	

	
	Penanggulangan
	Akan bahaya
	2.
	Penyuluhan rekonsiliasi
	Masyarakat

	
	Dan penanganan
	konflik
	
	Konflik
	

	
	konflik
	
	3.
	Penyuluhan masalah 
	Masyarakat

	
	
	
	
	Sosial dan rekonsiliasi
	

	
	
	
	
	Sosial kemasyarakatan
	

	
	
	
	4.
	Monitoring, evaluasi dan 
	Tersedianya laporan

	
	
	
	
	pelaporan
	Monev






PENDANAAN INDIKATIF
Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat disamping dibiayai dari sumber pembiayaan daerah (APBD) juga bersumber dari pembiayaan dari Pemerintah (APBN).
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk dalam bidang Pemerintahan dan Umum, bersama-sama dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan, Kearsipan serta Komunikasi dan Informasi.
Pendanaan indikatifpertahun pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 untuk masing-masing jenis belanja sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung :
Tahun 2015 	: 	Rp. 3.175.846.890,10
Tahun 2016 	: 	Rp. 4.128.600.957,10
Tahun 2017 	: 	Rp. 5.367.181.245,10
Tahun 2018 	: 	Rp. 6.977.335.619,10
Tahun 2019 	: 	Rp. 9.070.536.305,10

Belanja Langsung :
Tahun 2015 	: 	Rp. 1.623.402.950
Tahun 2016 	: 	Rp. 2.481.519.239
Tahun 2017 	: 	Rp. 2.987.505.575
Tahun 2018 	: 	Rp. 3.778.739.823
Tahun 2019 	: 	Rp. 4.243.830.009
Kenaikan sebesar rata-rata 30% setiap tahun untuk belanja Tidak Lansung didasarkan asumsi kenaikan gaji Pegawai sebesar 30% pertahun dan tunjangan serta kebutuhan pembayaran karena adanya penambahan pegawai, sedangkan kenaikan Belanja Langsung rata-rata 32%  pertahun dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan biaya pada tahun-tahun yang bersangkutan.










































































































































































































BAB VI
INDIKATOR KINERJA MENGACU KEPADA
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan 2014-2019 Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat, Indikator Kinerja yang ditetapkan telah sesuai dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah, sehingga secara stimulan program-program yang dikembangkan untuk pembangunan, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat pada kurun waktu 2014-2019 dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat pada priode yang sama.
Tujuan dan Sasaran SKPD dan Indikator Kinerja
Bakesbang Pol Kabupaten Lombok Barat 2014-2019

	No.
	Tujuan
	Sasaran
	
Indikator Kinerja Renstra 2014-2019


	1.
	Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan
	Terwujudnya masyarakat berwawasan global
	Terbangunnya dan tetap eksisnya kehidupan kolektif dalam perbedaan dan dalam menghadapi dinamika perubahan

	2.




	Meningkatkan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Tindak Kriminal

	Terwujudnya daerah yang aman dan tertib




	Terbangun dan tetap terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat


	3.
	Meningkatkan pendidikan  politik masyarakat
	Terwujudnya masyarakat sadar politik
	Meningkatkan kualitas partai politik LSM dan Ormas dalam pendidikan politik masyarakat

	4.
	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah
	Terciptanya stabilitas dan situasi yang kondusif untuk terselenggaranya aktivitas pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tidak bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat

	5.
	Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat
	Meningkatkan pemahaman tentang penyakit masyarakat (PEKAT)

	Terbangunnya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

	6.
	Meningkatkan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang P4GN
	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang P4GN

	7.
	Meningkatkan informasi potensi konflik
	Terwujudnya informasi potensi konflik
	Terbangunnya informasi potensi konflik



Indikator kinerja renstra Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :



























































































































































BAB VII
P E N U T U P

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kedepannya sangatlah kompleks begitu juga dengan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat, sehingga dibutuhkan RPJM Kabupaten Lombok Barat sebagai ajuan oleh Bakesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Dan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut secara terarah dan terukur maka dibuat Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Barat sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik yang akan dilaksanakan periode 2014-2019.
Demikian Renstra Bakesbangpol kabupaten Lombok Barat ini dibuat, semoga dapat bermanfaat sesuai dengan harapan kita.



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Barat




H. AHDIAT SOEBIANTORO, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda - ( IV/c)
NIP. 19580228 198403 1 005
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